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BAB II 

PERSPEKTIF TEORI 

 

Pada bab ini akan dinarasikan landasan teori yang akan digunakan dalam 

membaca data yang muncul dilapangan. Peneliti menggunakan teori integrasi 

ekonomi Bela Balassa. Selain teori tersebut, peneliti juga akan menarasikan 

tentang UMKM sektor mikro. Teori tersebut digunakan untuk menganalisis data-

data yang didapat dari lapangan. Teori integrasi ekonomi Bela Balassa juga 

menjadi pisau analisis tentang temuan data di lapangan.  

 Untuk lebih detail tentang landasan teori tersebut akan dijelaskan sebagai 

berikut:  

 

A. Teori Integrasi Ekonomi 

Integrasi ekonomi adalah sebuah proses dimana sekelompok negara 

berupaya untuk meningkatkan tingkat kemakmurannya dengan cara pencabutan 

(penghapusan) hambatan-hambatan ekonomi diantara dua atau lebih 

perekonomian (negara). Definisi operasionalnya adalah pencabutan atau 

penghapusan diskriminasi dan penyatuan politik (kebijaksanaan) seperti 

norma,peraturan, prosedur instrumennya antara lain : bea masuk, pajak,mata uang, 

UU, lembaga, standarisasi, kebijaksanaan ekonomi
1
.  

                                                           
1 https://mynamefaisal.wordpress.com/2014/11/06/integrasi-ekonomi-kawasan/. Diakses pada 09 

Agustus 2017 pukul 02.54 

https://mynamefaisal.wordpress.com/2014/11/06/integrasi-ekonomi-kawasan/
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Bela Balassa dalam bukunya “The Theory of Econonic Integration” 

memberikan definisi integrasi ekonomi
2
:  

Economic integration as a process and as a state of affairs. Regarded as a 

process, it encompasses measures designed to abolish discrimination 

between economic units belongingto different national states; viewed as a 

srate of affairs, it can be represemed by the absence oi various forms of 

discriminaríon between national economies.  

 

Berdasarkan definisi dari Bela Balassa tersebut, dapat disimpulkan bahwa  

integrasi ekonomi adalah proses dan sebagai sebuah hubungan negara. Dianggap 

sebagai suatu proses, hal itu mencakup langkah-langkah yang dirancang untuk 

menghapuskan diskriminasi antara ekonomi milik negara yang berbeda national 

state.  

Integrasi ekonomi dirahapkan bisa memberikan manfaat bagi negara yang 

termasuk dalam anggota dan negara-negara non-anggota. Tujuan utama dari 

adanya integrasi ekonomi ini adalah memberikan kemudahan serta 

menghilangkan hambatan perdagangan antara negara anggota dan non-anggota 

yang mana dapat meningkatkan arus perdagangan yang semakin tinggi. Semakin 

tinggi arus perdagangan ini yang akan meingkatkanpula efesiensi produksi, 

penyerapan tenaga kerja, penurunan biaya produksi sehingga dapat meningkatkan 

daya saing produk dan pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat
3
. 

Integrasi ekonomi juga bertujuan untuk mendorong aliran dana investasi 

dari negara maju kepada negara berkembang baik negara anggota maupun non-

                                                           
2 Bela Balassa, The Theory of Economic Integration, (Illinois, R.D. Irwin, 1961) hal 174.  
3 Ridwan. “Dampak Integrasi Ekonomi terhadap Investasi di Kawasan ASEAN: Analisis Model 

Gravitasi”, (Jurnal Organisasi dan Manajemen, Vol. 5, no 2) hal. 97.  
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anggota. Peningkatan investasi akan meningkatkan peningkatan output negara 

dalam kawasan perdagangan bebas
4
.  

Adapun 5  tahapan integrasi ekonomi menurut Salvatore yaitu
5
:  

1. Preferential Trade Arangements 

Dibentuk oleh negara-negara yang sepakat menurunkan 

hambatan-hambatan perdagangan yang berlaku di antara mereka, dan 

membedakannya dengan yang diberlakukan terhadap negara-negara luar 

yang bukan anggota. Ini merupakan bentuk integrasi ekonomi yang 

paling longgar. 

2. Free Trade Area(FTA) 

Bentuk integrasi ekonomi yang lebih tinggi dimana semua 

hambatan perdagangan tarif maupun non-tarif di antara negara-negara 

anggota telah dihilangkan sepenuhnya, namun masing-masing negara 

anggota tersebut masih berhak untuk menentukan sendiri apakah mereka 

hendak mempertahankan atau menghilangkan hambatan-hambatan 

perdagangan yang diterapkannya terhadap negara-negara luar yang 

bukan anggota. 

3. Customs Union 

Mewajibkan semua anggota untuk tidak hanya menghilangkan 

semua bentuk hambatan perdagangan di antara  mereka, namun juga 

menyeragamkan kebijakan perdagangan mereka terhadap negara-negara 

                                                           
4
 Ibid.  

5 Dominick Salvatore, International Economics, (John Wiley&Sons, New York, 1997) hal. 328.   
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luar yang bukan anggota. Jadi, masing-masing negara anggota tidak lagi 

bebas menentukan kebijakan komersilnya dengan negara-negara lain. 

4. Common market   

Pada bentuk integrasi ini, bukan hanya perdagangan barang saja 

yang dibebaskan, namun juga arus-arus faktor produksi seperti tenaga 

kerja dan modal.  Mercosur semenjak awal didirikannya bertujuan untuk 

pergerakan bebas barang dan jasa, tenaga kerja dan faktor produksi. Hal 

ini terdapap pada protokol Asuncion yang merupakan konstitusi dari 

Mercosur. 

5. Economic Union 

Pada tahap ini, harmonisasi atau penyelarasan dilakukan lebih 

jauh, bahkan dengan menyeragamkan kebijakan-kebijakan moneter dan 

fiskal dari masing-masing negara anggota. Ini merupakan tipe kerja 

sama yang paling tinggi.  

Integrasi ekonomi membutuhkan kesepakatan dala penghapusan 

koordinasi kebijakan fiskal (pajak). Rancangan integrasi perlu dibuat untuk 

menentukan sektor-sektor mana yang akan diintegrasikan misalnya industri besi 

dan baja, transportasi, agrikultur dan sektor-sektor industri lainnya. Pemerintah 

harus memilih sektor-sektor mana yang akan mereka integrasikan untuk tetap 

melindungi industri dalam negeri.
6
  hubungan integrasi ekonomu akan terjadi 

apabila antara negara-negara sudah menghapuskan hambatan-hambatan 

perdagangan. Sebagai contoh, sebelum adanya integrasi, negara A dan negara B 

                                                           
6  Bela Balassa,  The Theory of Economic Integration, ( Illinois, R.D. Irwin, 1961) hal 183.  
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sama-sama memproduksi tekstil untuk memenuhi kebutuhan dalam negerinya. 

Negara A mungkin merupakan produsen berbiaya lebih rendah, tetapi ekspornya 

ke negara B dihambat oleh oleh tingginya tarif yang dikenakan oleh negara B. 

Apabila negara A dan B tersebut membentuk sebuah persekutuan dengan 

menghilangkan segala hambatan terhadap perdagangan internal, maka para 

konsumen dari kedua negara tersebut akan membeli tekstil dari negara A yang 

lebih murah tersebut
7
.  

Pengalihan perdagangan merupakan suatu variasi dari argumen proteksi 

industri muda, hanya saja kebutuhan akan industri muda tersebut akan tumbuh 

memang lebih besar berkat adanya perluasan pasar yang tercipta dari integrasi 

ekonomi. Tanpa adanya integrasi ekonomi, setiap negara akan melindungi industri 

subsitusi impor lokal miliknya dari tekanan persaingan produk impor yang 

berbiaya rendah. Itu berarti pengalihan perdagangan dari adanya integrasi 

ekonomi masih sedikit lebih baik daripada perlombaan tarif yang akan 

berlangsung jika integrasi ekonomi tidak dilaksanakan. Lagi pula, integrasi 

ekonomi tersebut akan menciptakan pluang perluasan skala ekonomi sehingga 

pada akhirnya kemungkinan bagi terciptanya perdagangan yang dinamis menjadi 

lebih besar. 
8
 

 

 

 

                                                           
7  Michael P. Todaro & Stephen.C.Smith, Pembangunan Ekonomi Edisi Kesembilan, (terj. Andri 

Yelvi, Jakarta, Penerbit Erlangga, 2006) hal 182. 
8  Michael P. Todaro & Stephen.C.Smith, Pembangunan Ekonomi Edisi Kesembilan, (terj. Andri 

Yelvi, Jakarta, Penerbit Erlangga, 2006) hal 183. 
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B. Usaha Mikro Kecil Menengah 

1. Definisi UMKM 

Usaha Mikro Kecil Menengah atau biasa disebut dengan UMKM, 

merupakan salah satu sektor yang mempunyai pengaruh yang sangat signifikan 

terhadap perekonomian. UMKM mempunyai banyak pengertian. Berikut 

merupakan pemaparan makna UMKM: 

a. Menurut UU No. 20 tahun 2008 tentang UMKM
9
 

Pada tanggal 4 Juli tahun 2008, UU tentang UMKM dikeluarkan. Dalam 

UU tersebut mempaparkan makna tentang UMKM yakni UMKM terbagi 

menjadi dua kriteria. Pertama usaha kecil adalah entitas yang memiliki 

kriteria seperti berikut: 1) kekayaan bersih lebih dari Rp. 50.000.000,- 

(Lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp. 500.000.000,- 

(lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha. 

2) memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp. 300.000.000,- (tiga 

ratus juta rupiah) sampai paling banyak Rp. 2.500.000.000,- (dua miliar 

lima ratus juta rupiah). Kedua yakni usaha menengah. Berikut adalah 

kriteria usaha menengah: 1) kekayaan bersih lebih dari Rp. 500.000.000,- 

(lima ratus juta rupiah) paling banyak Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh 

miliay rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan usaha. 

 

 

 

                                                           
9
 Ita mariani, Pengaruh Perkembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah ( Umkm ) Terhadap 

Kepuasan Nasabah Koperasi Simpan Pinjam Surya Abadi Mandiri ( Ksp Sam ) Medan Krio, 

(jurnal ilmiah research sains vol. 3. No. 1 Februari 2017) hal 3 
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b. Kementrian Menegkop
10

 

Usaha ini dibagi menjadi Usaha Kecil, Usaha Mikro yang memiliki 

kekayaan bersih paling banyak Rp. 200.000.000,- hingga Rp. 

1.000.000.000,- tidak termasuk tanah dan bangunan, Usaha Menengah 

yang mempunyai kekayaan bersih Rp. 200.000.000 hingga Rp. 

10.000.000.000,- tidak termasuk tanah dan bangunan.  

c. KepMenKeu Nomor 316/ KMK.016/ 1994
11

 

Pada 27 Juli 1994, Kementrian Keuangan mendefinisikan Usaha Kecil 

sebagai usaha perseorangan yang melakukan kegiatan usaha yang 

mempunyai penjualan/ omzet pertahun setinggi-tingginya Rp. 

600.000.000,- atau aset setinggi-tingginya Rp. 600.000.000,- (diluar tanah 

dan bangunan tempat usaha) yang terdiri dari 1) badan usaha (Fa, CV. PT 

dan Koperasi). 2) Perorangan (pengrajin/ Industri rumah tangga, petani, 

peternak, nelayan, perambah hutan, penambang, pedagang barang dan 

jasa).  

d. Badan Pusat Statistik
12

 

Menurut Badan Pusat Statistik (BPS) UKM didefinisikan lebih mengacu 

pada jumlah tenaga kerja. Usaha kecil memiliki jumlah tenaga kerja 5 s/d 

19 orang. Sedangkan usaha menegah memiliki jumlah tenaga kerja 20 s/d 

99 orang.  

 

                                                           
10

 Arief Rahmana. Usaha Kecil Dan Menengah (Ukm), Informasi Terdepan Tentang Usaha Kecil 

Menengah, 2008. (online), http://infoukm.wordpress.com, diakses 12 mei 2017 pukul 20.56 
11

 A. Muditomo. Jurnal mencermati peran pemerintah dalam penngembangan koperasi danumkm 

di indonesia. Praktisi Perbankan BUMN. 2012. Hal 1 
12

 ibid muditomo hal 1 
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2. Karakteristik UMKM sektor Mikro 

Mengenal usaha UMKM sektor mikro secara dekat, tentu perlulah 

mengetahu tentang kriteria yang melekat pada UMKM sektor mikro tersebut. 

Pemaparan kriteria ini bertujuan untuk lebih faham tentang UMKM sektor 

mikro. Berdasarkan pada UU No. 20 tahun 2008, UMKM sektor mikro 

berdasarkan omset sebagai berikut: 

Tabel 2.1 

Kriteria UMKM Sektor Mikro 

No Usaha 
Kriteria 

Asset Omset 

1 Usaha Mikro Maks. 50 Juta Maks. 300 juta 
Sumber: Undang-undang Republik Indonesia no. 20 tahun 2008 

UMKM sektor mikro bergerak dalam berberapa macam pekerjaan. 

Diantaranya adalah usaha jas, usaha dagang, usaha industri pengolaan, usaha 

pertanian, usaha peternakan, usaha perikanan, usaha tembang dan galian, dan 

sebagainya. Berikut merupakan UMKM sektor mikro berdasarkan pekerjaan.
13

 

a. Usaha Jasa adalah suatu jenis kegiatan usaha untuk melayani 

kebutuhan masyarakat dalam bidang jasa. UMKM sektor mikro yang 

bergerak dalam bidang jasa yakni jasa angkutan, jasa akuntan, telepon, 

jasa dokter, jasa rumah sakit, bioskop, siaran televisi dan radio, dan 

sebagainya. 

b. Usaha Dagang adalah suatu jenis kegiatan usaha yang dilakukan oleh 

pedagang dengan aktivitas berupa membeli barang dagangan untuk 

dijual kembali dengan maksud untuk memperoleh keuntungan. 

                                                           
13

febra robiyanto, Akuntansi Praktis Untuk Usaha Kecil Dan Menengah, (studi nusa, semarang, 

2004)hal 4. 
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Contohnya adalah warung di kampung, toko di deket pasar, toko serba 

ada, koperasi serba ada (waserda), dan sebagainya.  

c. Usaha Industri (termasuk kerajinan rakyat), adalah kegiatan usaha 

yang merubah bentuk dari bahan mentah menjadi barang jadi yang siap 

dipakai, misalnya pabrik sepeda, pabrik sepatu, pabrik tahu, kerajinan 

anyaman topi, konveksi, kerajinan tanah liat, dan sebagainya. 

d. Usaha pertanian, peternakan, dan perikanan adalah kegiatan produksi 

yang berupa mengembangbiakkan tanaman dan hewan dengan tujuan 

untuk memperoleh keuntungan atau pendapatan. 

Selain melihat perbedaan UMKM sektor mikro di sektor pekerjaan, ada 

berbagai macam kriteria UMKM lainnya. Berikut ini beberapa di antaranya:
14

 

a. Manajemen Bisnis Sendiri  

UKM khususnya mikro sangat berbeda dengan waralaba. Perbedaannya 

yang mencolok terletak pada manajemen bisnis. Apabila waralaba 

memiliki manajemen bisnis yang ditentukan oleh pihak franchisor, maka 

UKM sektor mikro tidak. 

b. Modal Usaha Terbatas  

UKM sektor mikro memiliki modal terbatas, karena pada umumnya modal 

hanya berasal dari pemilik usaha atau bisa jadi sekelompok kecil orang 

yang ikut menginvestasikan uangnya untuk modal UKM sektor mikro 

tersebut.  

 

                                                           
14

Akifa p. Nayla, Komplet Akuntansi Untuk Ukm Dan Waralab, (Laksana, Yogjakarta,2014) hal 17 
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c. Karyawan Kebanyakan dari Penduduk Lokal  

Pada umumnya, UKM sektor mikro mengambil karyawan dari penduduk 

lokal. Hal ini dikarenakan dua hal. Pertama, pemilik UKM sektor mikro  

ingin memberdayakan penduduk lokal agar bisa bekerja secara mendiri di 

daerah tersebut. Kedua, adanya keterbatasan biaya untuk menggaji 

karyawan yang berasal dari daerah luar.  

d. Bersifat Usaha Keluarga  

Pada umumnya, UKM sektor mikro bersifat usaha keluarga. Dalam artian, 

usaha ini dijalankan dan dikembangkan sendiri oleh pemilik usaha 

bersama keluarganya. Setelah berkembang cukup besar, pemilik UKM 

sektor mikro memperkerjakan penduduk sekitar dengan sistem seperti 

keluarga. 

e. Posisi Kunci Dipegang oleh Pemilik  

Maju-mundurnya UKM sektor mikro tergantung sepenuhnya oleh pemilik 

usaha. Hal ini berarti sistem untuk menjalankan atau memajukan usaha 

tidak diajarkan kepada karyawan atau orang yang menjadi kepercayaan.  

f. Modal Usaha Berasal dari Keuangan Keluarga Kebanyakan UKM sektor 

mikro tidak mengandalkan modal dari pihak luar, seperti investor atau 

bank, tetapi dari keuangan keluarga, sehingga memungkinkan 

tercampurnya keuangan keluarga dan perusahaan. Modal dari pihak luar 

hanya dibutuhkan ketika pemilik UKM sektor mikro ingin 

mengembangkan usaha tersebut ke luar daerah. 
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g. Menuntut Motivasi Tinggi  

Untuk memajukan UKM sektor mikro, pemilik usaha dituntut untuk 

memiliki motivasi yang tinggi. Motivasi tersebut meliputi motivasi untuk 

melakukan promosi secara besar-besaran, membuat situs bisnis, membuat 

strategi marketing online serta offline, dan sebagainya. 

h. Menggunakan Teknologi Sederhana dalam Proses Produksi  

Pada umumnya, UKM sektor mikro masih menggunakan teknologi 

sederhana dalam proses produksinya. Teknologi sederhana yang dimaksud 

disini adalah alat-alat yang masih tradisional dan belum canggih, 

sebagaimana yang ada belakangan ini. 

Selain beberapa perbedaan yang telah dipaparkan diatas, berikut 

merupakan perbedaan kriteria UMKM mikro berdasarkan sektor ekonomi. 

dalam kesempatan kali ini BI akan menjelaskan kriteria UMKM dalam sektor 

ekonomi.
15

 

Tabel 2.2 

Kriteria UMKM Sektor Mikro Berdasarkan Penggolongan 

No Klasifikasi/ Penggolongan Keterangan 

1. Pertanian, peternakan, 

perikanan dan kehutanan 

Mencakup segala macam pengusahaan 

dan pemanfaatan benda-benda/ barang-

barang biologis (hidup) yang berasal dari 

alam untuk 

memenuhi kebutuhan atau usaha lainnya. 

3. Industri Pengolahan Industri pengolahan merupakan kegiatan 

pengubahan bahan dasar (bahan mentah) 

menjadi barang jadi/setengah jadi 

dan/atau dari barang yang kurang 

nilainya menjadi barang yang lebih 

                                                           
15 Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia dan Bank Indonesia, Profil Bisnis Usaha Mikro, 

Kecil dan Menengah (UMKM), (Jakarta, 2015) hal 9 
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tinggi nilainya, baik secara mekanis, 

kimiawi, dengan mesin ataupun dengan 

tangan. 

5.  Bangunan Bangunan atau konstruksi adalah 

kegiatan penyiapan, pembuatan, 

pemasangan, pemeliharaan maupun 

perbaikan bangunan/ konstruksi yang 

menyatu dengan tempat kedudukannya, 

baik digunakan sebagai tempat tinggal 

maupun sarana lainnya. 

6. Perdagangan Perdagangan adalah kegiatan penjualan 

kembali (tanpa perubahan teknis) barang 

baru maupun bekas. 

7.  Pengangkutan dan 

Komunikasi 

Pengangkutan adalah kegiatan 

pemindahan orang/ penumpang dan/ atau 

barang/ternak dari satu tempat ke tempat 

lain melalui darat, air maupun udara 

dengan menggunakan alat angkutan 

bermotor maupun tidak bermotor. 

8. Keuangan, Persewaan dan 

Jasa 

Perusahaan 

Sektor keuangan, persewaan dan jasa 

perusahaan mencakup kegiatan perantara 

keuangan, asuransi, dana pensiun, 

penunjang perantara keuangan, real 

estate, usaha persewaan, dan jasa 

perusahaan. 

9. Jasa-jasa Jasa-jasa meliputi kegiatan pelayanan 

kepada masyarakat yang ditujukan untuk 

melayani kepentingan rumah tangga, 

badan usaha, pemerintah dan lembaga-

lembaga lain. 
Sumber: LPPI dan BI, 2015 

Dalam perspektif usaha, UMKM sektor mikro diklasifikasikan dalam 

empat kelompok, yaitu:
16

 

a. UMKM mikro sektor informal, contohnya pedagang kaki lima 

b. UMKM Mikro adalah para UMKM dengan kemampuan sifat pengrajin 

namun kurang memiliki jiwa kewirausahaan untuk mengembangkan 

usahanya. 

                                                           
16

 ibid akifa p. Nayla hal 12  
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c. Usaha Kecil Dinamis adalah kelompok UMKM sektor mikro yang mampu 

berwirausaha dengan menjalin kerjasama (menerima pekerjaan sub 

kontrak) dan ekspor. 

d. Fast Moving Enterprise adalah UMKM sektor mikro yang mempunyai 

kewirausahaan yang cakap dan telah siap bertransformasi menjadi usaha 

besar. 

Undang-Undang yang mengatur tentang Usaha Mikro, Kecil, dan 

Menengah (UMKM) adalah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008. Dalam 

undang-undang tersebut UMKM dijelaskan sebagai berikut
17

: 

“Usaha Mikro, Kecil dan Menengah bertujuan menumbuhkan dan 

mengembangkan usahanya dalam rangka membangun perekonomian nasional 

demokrasi yang berkeadilan” 

 

Berikut merupakan penjelasan tentang kriteria umkm dan Usaha Besar.
18

  

Tabel 2.3 

Tabel Karakteristik UMKM Sektor Mikro 

Ukuran Usaha Kriteria 

Usaha Mikro - Jenis barang/ komoditi tidak selalu 

tetap; sewaktu-waktu dapat berganti 

- Tempat usahanya tidak selalu 

menetap; sewaktu-waktu dapat 

berpindah tempat 

- Belum melakukan administrasi 

keuangan yang sederhana sekalipun 

- Tidak memisahkan keuangan 

keluarga dan keungan usaha 

- Sumber daya manusia (pengusaha) 

belum memiliki jiwa wirausaha yang 

memadai 

- Tingkat pendidikan rata-rata relatif 

                                                           
17 Undang-Undang Republik Indonesia No. 22 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil ddan 

Menengah, hal 4 
18 Lembaga Pengembangan Perbankan Indonesia dan Bank Indonesia, Profil Bisnis Usaha Mikro, 

Kecil dan Menengah (UMKM), (Jakarta, 2015) hal 14 
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sangat rendah 

- Umunya belum memiliki akses 

kepada perbankan, namun sebagian 

sudah akses ke ke lembaga keuangan 

non bank 

- Umumnya tidak meiliki izin usaha 

atau persyaratan legalitas lainnya 

termasuk NPWP 

- Contoh: usaha perdagangan seperti 

kakilima serta pedagang di pasar 
Sumber: LPPI dan BI, 2015 

 Selain itu masih terdapat aspek komoditas yang dihasilkan UMKM 

sektor mikro juga memiliki karakteristik tersendiri antara lain:
19

 

a. Kualitas belum standar. Karena sebagian besar UMKM sektor mikro 

belum memiliki kemampuan teknologi yang memadai. Produk yang 

dihasilkan biasanya dalam bentuk handmade sehingga sandart kualitasya 

beragam  

b. Desain produknya terbatas. Hal ini dipicu keterbatasan pengetahuan dalam 

pengalaman menganai produk. Mayoritas UMKM sektor mikro bekerja 

berdasarkan pesanan, belum banyak yang berani mencoba berkreasi desain 

baru 

c. Jenis produknya terbatas. Biasanya UMKM sektor mikro hanya 

memproduksi beberapa jenis produk saja. Apabila ada permintaan model 

baru, UMKM sektor mikro sulit untuk memenuhinya. Kalaupun 

menerima, membutuhkan waktu yang lama 

d. Kapasitas dan daftar harga produksi terbatas. Dengan kesulitan 

menetapkan kapasitas produk dan harga membuat konsumen kesulitan. 

                                                           
19

 ibid akifa p. Nayla hal 15 
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e. Bahan baku kurang terstandar. Karena baha bakunya diperoleh dari 

berbagai sumber yang berbeda.  

3. Pembiayaan UMKM Sektor Mikro 

Lembaga Keuangan Mikro (LKM) baik formal, semi formal, maupun 

informal adalah lembaga keuangan yang melakukan kegiatan jasa keuangan 

untuk pengusaha mikro dan masyarakat berpenghasilan rendah.
20

 Lembaga 

Keuangan Mikro mempunyai karakter khusus yang seusai dengan 

konstituennya, seperti : 1) Terdiri dari berbagai bentuk pelayanan keuangan, 

terutama simpanan dan pinjaman; 2) Diarahkan untuk melayani masyarakat 

berpenghasilan rendah; dan 3) Menggunakan sistem serta prosedur yang 

sederhana. 

Secara garis besar,
21

 LKM dapat dikelompokkan ke dalam LKM bank 

dan nonbank, antara lain sebagai berikut: 

a. Bank 

1) BRI Unit, berupa kantor-kantor cabang pembantu BRI 

2) BPR, berupa bank-bank mikro yang tunduk pada Undang-Undang 

Perbankan serta Peraturan Perbankan oleh BI. 

b. Nonbank 

1) Keluarga LKM nonbank yang besar (LDP di Bali, BKK di Jawa 

Tengah, BKD di Jawa dan Madura, BMT dan BK3D) 

                                                           
20

 Byu Krisnamurthi. Ruu Keuangan Mikro : Rancangan Keberpihakan Terhadap Ekonomi 

Rakyat, 2002 (online), (www.bmm-online.org, dikses 20 mei 2017. Pukul 21.31 
21

 Wardoyo dan Hendra Prabowo. Kinerja Lembaga Keuangan Mikro bagi upaya Penguatan 

Usaha Mikro , Kecil dan Menengah di Wilayah Jabodetabek (kampus Gunadarma, Jakarta 21-22 

agustus 2007). Hal 2 
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2) Keluarga LKM nonbank yang kecil, dengan simpanan atau aktiva 

yang berjumlah kecil 

3) Berbagai program keuangaan mikro, NGO, dan ratusan ribu asosiasi 

tidak resmi, KSM, dan lain-lain. 

Selain pakar diatas, terdapat pakar lainnya yang memaparkan tentang 

LKM. Berdasarkan tingkat formalitasnya, LKM dapat dikelompokkan menjadi 

3 bentuk.
22

 Yakni:   

a. LKM formal yang terdiri dari lembaga keuangan yang disahkan oleh 

pemerintah, terikat oleh peraturan dan pengawasan pemerintah atau bank 

sentral. Salah satu yang termasuk dalam LKM formal adalah BRI Unit. 

Yang mana BRI Unit ini merupakan LKM yang berbentuk bank yang 

fokus dalam peminjaman modal usaha Mikro, kecil dan menengah. BRI 

Unit didirikan atas dasar pentingnya sebuah lembaga keuangan yang dapat 

memberikan pinjaman dengan bunga ringan. 

b. Selain BRI Unit, juga terdapat Bank Pengkreditan Rakyat (BPR) yang juga 

lembaga LKM yang berbentuk Bank. Yang mana BPR menfasilitasi 

peminjaman modal bagi para pelaku usaha kecil dan menengah. Juga 

terdapat perum pengandaian yang mana mrupakan LM formal non bank. 

Yang mana Perum Penggadaian ini menjadi alternatif bagi para pelaku 

usaha yang kekurangan modal. Hanya dengan membawa barang yang akan 

digadaikan dan Kartu Tanda Penduduk (KTP), nasabah bisa mendapatkan 

pinjaman sesuai dengan nilai taksiran barang gadai. Proses pencairan 

                                                           
22

 Soetanto Hadinoto, Retnadi Djoko, Mikro Credit Challenge. Cara efektif Mengatasi Kemikinan 

dan Pengangguran di Indonesia,(Elex Media Komputindo, Kelompok Kompas Gremedia, Jakarta, 

2007) hal 3 
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pinjaman yang cepat dan prosedur yang tidak bertele-tele membuat 

pegadaian semakin diminati banyak orang. Meskipun saat ini pegadaian 

tidak lagi identik dengan masyarakat kecil yang membutuhkan uang, 

namun pada dasarnya misi dari perum pegadaian adalah membantu 

pemerintah dalam pembangunan ekonomi melalui pemberian kredit skala 

kecil bagi masyarakat berpenghasilan rendah atas dasar hukum gadai. 

c. LKM semi formal yang terdiri dari lembaga yang tidak diatur otoritas 

perbankan tetapi terdaftar dan memperoleh ijin dari pemerintah. Koperasi 

Simpan Pinjam (KSP) merupakan salah satu bentuk LKM semi formal. 

Dengan prinsip dasar menghimpun dan menyalurkan kredit ke masyarakat, 

sebenarnya KSP memiliki kekuatan untuk memfasilitasi para anggotanya 

yang membutuhkan bantuan modal usaha. Berkembangnya KSP akan 

membantu pengembangan kegiatan usaha skala kecil dan menengah. 

Eksistensi KSP sendiri dipengaruhi oleh 3 faktor yaitu legal, kinerja usaha 

dan kepercayaan anggota. Ketiga faktor tersebut saling terkait satu sama 

lain, sehingga adanya ketidakberesan pada salah satu faktor tersebut akan 

membuat kinerja KSP menjadi kurang baik.  


